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ABSTRACT 

 
As the backbone of a country’s economy, micro, small, and 

medium enterprises (MSMEs) are essential to supporting national 
economic growth. The Badung Regency Government has launched 
various policies and programs to support the development of 
MSMEs. However, the effectiveness of these policies needs to be 
evaluated to ensure that the programs implemented have a positive 
impact on the MSMEs’ development in Badung. This normative 
research uses a qualitative approach and evaluative analysis to 
evaluate the effectiveness of policies, with findings indicating that 
MSME Development in Badung Regency has a vital role in 
supporting local economic growth. The evaluation of government 
policies concludes that government policies have a significant role 
in supporting the development of MSMEs in Badung Regency. Well-
designed policies have been shown to improve MSME performance, 
positively impact local economic growth, and encourage MSME 
contributions to gross domestic product (GDP). Implementing 
policies such as providing capital assistance, developing business 
incubators, and increasing market access are critical factors in 
creating a conducive business climate. However, there are some 
significant obstacles to the implementation of the policy. Lack of 
understanding of MSMEs about government programs, limited 
access to financial technology, and the quality of financial services 
are obstacles to accessing capital. 
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PENDAHULUAN 

 
Sebagai tulang punggung perekonomian suatu negara (Hadi Putra & Santoso, 2020), 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam mendukung 
pertumbuhan ekonomi nasional (Suminah, Suwarto, Sugihardjo, Anantanyu, & Padmaningrum, 
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2022; Utami, Santosa, & Vidya Leila, 2021), khususnya di Indonesia, mencakup lebih dari 97% 
(Rahmadani & Subroto, 2022) dari total tenaga kerja dan 99% dari semua perusahaan di 
Indonesia (Burger et al., 2015). Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2008 ini menegaskan 
tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan perlindungan dan kemudahan dalam akses 
terhadap sumber daya ekonomi, seperti permodalan, teknologi, informasi, serta pemasaran bagi 
UMKM.  UMKM sangat penting dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan PDB, 
menyumbang lebih dari 90% perusahaan di luar sektor pertanian. UMKM dianggap sebagai 
motor penggerak utama perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, 
mengurangi kemiskinan, serta memfasilitasi pemerataan ekonomi di tingkat local (Shettima, 
2021). Di Kabupaten Badung, yang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di 
Bali, sektor UMKM menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang memberikan kontribusi 
signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Namun, seperti halnya UMKM di daerah lain, pelaku UMKM di Kabupaten Badung 
menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menghambat perkembangan usaha mereka. 
Beberapa tantangan tersebut termasuk keterbatasan akses terhadap permodalan, kesulitan dalam 
adopsi teknologi, keterbatasan kapasitas manajerial, hingga kurangnya akses pasar yang lebih 
luas. Meskipun memiliki potensi besar, UMKM masih dihadapkan pada berbagai hambatan. 
Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan kendala keuangan 
yang seringkali membatasi ruang gerak UMKM dalam berinovasi dan mengembangkan usaha 
mereka. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN) berperan penting dalam memberikan stimulus ekonomi pasca-
pandemi COVID-19. Berbagai Tantangan ini semakin diperparah oleh dampak pandemi 
COVID-19, yang membuat banyak UMKM di Badung mengalami penurunan pendapatan 
bahkan terpaksa menghentikan operasinya (Tshishonga & Sebake, 2024). 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2008 pada pasal 64 mengatur tentang pengembangan usaha UMKM, 
Kemitraan, Perizinan, Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM, dan ketentuan 
Peralihan. Pada Pasal 2 PP Nomor 17 Tahun 2013 ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan UMKM, dengan: a. Pengembangan 
usaha; b. Kemitraan; c. Perizinan; dan d. Koordinasi dan pengendalian. Terkait dengan 
pengembangan usaha terhadap UMKM. 

Pemerintah Kabupaten Badung telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program untuk 
mendukung pengembangan UMKM, seperti penyediaan akses permodalan melalui kredit usaha 
rakyat, pelatihan keterampilan, fasilitasi sertifikasi produk, hingga promosi di pasar digital. 
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM dan mendukung keberlanjutan 
usaha mereka (Huseynova, 2024a). Meskipun demikian, efektivitas dari berbagai kebijakan 
tersebut perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-
benar berdampak positif terhadap pengembangan UMKM di Badung. 

Penelitian tentang kebijakan pengembangan UMKM memang telah banyak dilakukan. 
Namun, sebagian besar penelitian hanya berfokus di kota-kota di pulau jawa semata seperti di 
Tasikmalaya (Mutiara Rakista & Anggi Permata Karismatika, 2024), Tegal (Latifah & Muradi, 
2024), serta di kota-kota besar di jawa lainnya seperti Kota Semarang, Surakarta, Boyolali, 
Salatiga, Dan Surabaya (Tyas, Sianturi, & H, 2020). Sedangkan penelitian ini justru berfokus 
pada suatu kabupaten di salah satu pualu Bali yaitu di Kabupaten Badung. Tidak hanya itu, 
penelitian lain yang ada sebelumnya juga hanya berfokus pada meneliti analisis perbandingan 
(Tyas et al., 2020), Implementasi (Fahrezi, Rifai, & Argenti, 2022) dan strategi pengembangan 
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(Iman Kalis, Hendri, & Safitri, 2023; T. S. Tambunan, 2023) semata. Sedangkan penelitian ini 
berfokus pada pengevaluasian terhadap kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan 
UMKM di daerah Kabupaten Badung.  

Penelitian ini penting karena Evaluasi ini penting dilakukan agar Pemerintah dapat 
mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi kebijakan, sekaligus mengetahui apakah 
kebijakan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi UMKM di 
Badung (Jili & Nzimakwe, 2022). Selain itu, evaluasi ini juga akan melihat sejauh mana 
kebijakan pemerintah berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 
(SDGs), seperti pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja (T. T. H. Tambunan, 
2023). Berdasarkan pemaparan di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah 
apakah Kebijakan Pemerintah memiliki dampak pada UMKM di Kabupaten Badung? Serta apa 
saja yang menjadi hambatan dan staretgis utama dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan 
UMKM di Kabupaten Badung? 

Dengan demikian, hasil evaluasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Badung 
diharapkan dapat memberikan rekomendasi penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan 
pemerintah di masa depan, baik di tingkat lokal maupun nasional (Singla, 2023). Peningkatan 
kinerja UMKM melalui kebijakan yang tepat diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi 
lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan dampak sosial dan ekonomi 
yang lebih luas di Kabupaten Badung. 
 

METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap pengembangan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Badung. Penelitian normatif bertujuan untuk 
menganalisis aturan-aturan hukum, kebijakan, serta regulasi yang berlaku terkait pengembangan 
UMKM, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami implementasi dan 
efektivitas kebijakan tersebut di lapangan. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pasa sumber data sekunder 
dengan memanfaatkan bahan-bahan hukum sprimer seperti peraturan perundang-undangan dan 
kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, terkait UMKM serta bahan hukum 
sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah yang sesuai. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
studi dokumen. Data dikumpulkan melalui pencarian literatur terkait kebijakan UMKM, analisis 
dokumen resmi dari pemerintah, serta kajian terhadap publikasi ilmiah yang relevan dengan 
topik penelitian. Proses seleksi sumber data dilakukan dengan kriteria keterkaitan langsung 
dengan pengembangan UMKM di Kabupaten Badung, kekinian sumber data, serta otoritas 
lembaga yang menerbitkannya. 

Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis dengan analisi evaluatif. Analisis 
evaluatif dilakukan dengan cara membandingkan kebijakan yang berlaku dengan 
implementasinya di lapangan, untuk menilai apakah kebijakan tersebut efektif dalam 
mendorong pengembangan UMKM. Dari hasil evaluasi ini, peneliti kemudian menarik 
kesimpulan mengenai efektivitas kebijakan serta memberikan rekomendasi perbaikan. 
 
HASIL DAN DISKUSI 
 
Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap UMKM di Kabupaten Badung 

Penelitian ini menemukan bahwasanya kebijakan pemerintah memiliki dampak yang 
positif langsung terhadap kinerja perusahaan UMKM. Sehingga implikasinya adalah Semakin 
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berkualitas kebijakan pemerintah dalam pengembangan perusahaan UMKM, akan semakin 
meningkatkan kinerja perusahaan UMKM. Hasil penelitian ini tentu mendukung hasil dari 
penelitian sebelumnya (Charismanur Anggraeni, Puspita Ningtiyas, & Mufidatul Alimah, 2021; 
Natasya & Hardiningsih, 2021; Sombolayuk, 2023). Berkaitan dengan hasil tersebut, ... (Kraja, 
Osmani, & Molla, 2014) menjelaskan bahwasanya melalui kebijakan, Pemerintah dapat 
mengubah dan memperbaiki kondisi UKM. Kebijakan tersebut dapat membantu UKM 
meningkatkan kinerjanya dan menjaga kelangsungan usahanya (Sedana & Andriani, 2022). 

Tidak diragukan lagi bahwasanya UMKM memberikan kontribusi yang lebih besar 
terhadap pembangunan ekonomi Indonesia (Widita, Lechner, & Widyastuti, 2024). Bahkan 
(Surya et al., 2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwasanya  UMKM yang sedang 
berkembang akan menyumbang 60% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Dan 
dikarenakan UMKM sangat penting bagi pembangunan PDB di Indonesia (Tarihoran, Hubeis, 
Jahroh, & Zulbainarni, 2023),  maka tentu Pemerintah dalam hal ini perlu memperhatikan dan  
mendukungnya melaui kebijakan-kebijakannya yang pro terhadap UMKM (Harini, 2016). 

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendukung 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah (Maharani & Nurlukman, 
2023), Di antaranya adalah “UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, PP Nomor 44 Tahun 
1997 tentang Kemitraan, PP Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan 
Usaha Kecil, Inpres Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah, Keppres 
Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan 
Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan, 
Keppres Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah, 
Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara 
dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan” (Sombolayuk, 2023). 

Bukan hanya skala Nasionla, Di Kabupaten Badung sendiri telah ada beberapa peratruan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM yaitu Peraturan Bupati (Perbup) 
Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kemitraan Usaha Antara Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil Dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar, Keputusan Kepala Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Badung Nomor : 04/Diskop.UKMP/2024 
Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Badung (Badung Innovative 
Entrepreneur).” 

Dengan banyaknya peraturan perundag-undangan yang berlaku tersebut, maka seharusnya 
itu dapat memberikan dampak yang positif terhadap UMKM, khususnya di Kabupaten Badung. 
Sebuah penelitian lapangan telah mengungkapkan bahwasanya kinerja UMKM se Kecamatan 
Badung dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, dimana semakin baik penerapan kebijakan 
pemerintah terhadap UMKM maka semakin meningkat pula kinerja UMKM (Kusuma Sari, 
2024). Terlebih lagi apabila ada kebijakan Pemerintah memberikan bantuan modal/uang 
berkolerasi dengan pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang nantinya 
akan mengarah kepada kesejahteraan (Budhi, Lestari, & Suasih, 2021). Hal ini terbukti dimana 
dalam penelitian (Budhi et al., 2021) diungkapkan bahwasanya dengan adanya bantuan hibah 
uang terutama bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Badung mampu meningkatkan produksi, 
sehingga mampu meningkatkan pendapatan mereka. 

Apalagi saat ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten 
Badung telah membuat Lembaga Inkubator Bisnis yang memiliki tugas untuk 
menyelenggarakan inkubasi, menciptakan usaha baru, memfasilitasi layanan legalitas dan 
perizinan, serta meningkatkan produktivitas UMKM dengan menumbuhkan motivasi. Selain itu, 
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lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan 
kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah agar memiliki nilai ekonomis dan daya saing tinggi. 
Lembaga ini juga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam 
menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
sebagaimana yang terteta dalam Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan 
Perdagangan Kabupaten Badung. 

Dan hingga saat ini, telah banyak UMKM yang berkembang di Badung, Bali. Khususnya 
setelah Pandemi COVID-19, (Sujana, Pramana, & Apriani, 2023) mengungkapkan bahwasanya 
Saat sektor pariwisata mati suri di masa pandemi, muncul usaha-usaha baru berbentuk UMKM 
di Kabupaten Badung. 

Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan ada dampak positif dari kebijakan pemerintah 
terhadap kinerja perusahaan UMKM, di sisi lain penelitian lain justru mengungkapkan hal 
sebaliknya, dimana kebijakan pemerinta justru belum menunjukkan dampak signifikan langsung 
terhadap UMKM di Badung, khususnya pada kesejahteraan pengrajin di Badung, menunjukkan 
perlunya program dukungan yang ditingkatkan (Wijaya & Utama, 2017). 

 
Stretegi dan Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan UMKM di 
Kabupaten Badung 

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Badung 
merupakan salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat 
serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Model pemberdayaan UMKM di berbagai 
daerah mencakup faktor eksternal seperti peran pemerintah, BUMN/Swasta, Lembaga 
Keuangan Non-Bank/Koperasi/LSM, dan perguruan tinggi. Aspek internal seperti keuangan, 
pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia juga perlu diperkuat (Ritonga & Dewi, 2023). 

Strategi pengembangan UMKM meliputi kemudahan akses pasar dan permodalan (Anatan 
& Nur, 2023), peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan iklim investasi melalui 
promosi, peningkatan nilai tambah, dan penguatan kelembagaan (Rauf, Prayuda, & Munaf, 
2023a). Pengembangan UMKM melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal meliputi 
upaya inovasi produksi, pengadaan modal, perluasan jaringan pemasaran, dan pengadaan sarana 
dan prasarana produksi. Pengembangan eksternal dilakukan dengan bantuan instansi terkait, 
pemerintah, dan asosiasi UMKM (Widodo, Wahyuni, Zulianto, & Islami, 2019). 

Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah hambatan yang signifikan, serta 
berbagai strategi yang telah diterapkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. 
Hambatan Utama dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM di Kabupaten 
Badung. Berdasarkan kajian literatur dan penelitian yang ada, beberapa hambatan utama dalam 
pengembangan UMKM di Kabupaten Badung meliputi: 

Ketidakstabilan harga bahan baku: fluktuasi harga bahan baku menjadi tantangan yang 
besar bagi UMKM, terutama yang bergerak di sektor produksi. Hal ini memengaruhi biaya 
produksi dan secara langsung berdampak pada margin keuntungan. Stabilitas harga bahan baku 
diperlukan agar UMKM dapat menjaga kelangsungan usaha mereka (Widodo et al., 2019). 

Kualitas SDM yang terbatas: keterbatasan dalam hal kemampuan teknis dan manajerial 
merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh UMKM di Badung. Banyak pelaku UMKM 
yang belum memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan, 
yang membuat mereka kesulitan dalam bersaing, baik di pasar lokal maupun internasional. 

Modal yang terbatas: akses terhadap modal masih menjadi masalah klasik dalam 
pengembangan UMKM. Meskipun terdapat berbagai program permodalan yang disediakan oleh 
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pemerintah, banyak UMKM yang belum bisa mengakses dana tersebut karena berbagai alasan, 
termasuk rendahnya literasi keuangan dan persyaratan administrasi yang sulit dipenuhi 
(Habiburahman, Alam, Dunan, & Haninun, 2019a). 

Keterbatasan akses dan sosialisasi: Penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan 
pemerintah telah secara positif mempengaruhi pertumbuhan UMKM, tantangan seperti akses 
terbatas di daerah terpencil dan sosialisasi kebijakan yang tidak mencukupi (Warsiyah, Saputeri, 
Nurulia, & Fakhrurozi, 2024). 

Strategi Efektif untuk Pengembangan UMKM di Kabupaten Badung Dalam rangka 
mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sejumlah strategi telah diimplementasikan, baik oleh 
Pemerintah maupun pihak swasta. Strategi-strategi tersebut antara lain: 

Inovasi dalam prouksi UMKM didorong untuk terus berinovasi dalam proses produksi, 
baik dengan mengadopsi teknologi baru maupun mengembangkan produk-produk kreatif yang 
dapat bersaing di pasar lokal dan global. Program pelatihan dan pendampingan dari pemerintah 
menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. 

Pengadaan modal dan akses kredit Pemerintah melalui berbagai program, seperti Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), berupaya 
mempermudah akses UMKM terhadap permodalan. Program ini juga didukung oleh pemberian 
bunga yang rendah untuk membantu UMKM bertahan dan tumbuh, terutama di tengah 
tantangan ekonomi. 

Perluasan jaringan pemasaran Salah satu upaya penting adalah memperluas akses pasar 
bagi UMKM, baik melalui promosi produk secara langsung maupun dengan memanfaatkan 
platform digital. Inisiatif e-commerce dan program pemasaran digital menjadi langkah strategis 
untuk meningkatkan penjualan UMKM di era digital (Rauf, Prayuda, & Munaf, 2023b). 

Peningkatan sarana dan prasarana Pembangunan infrastruktur yang mendukung 
pertumbuhan UMKM menjadi prioritas, seperti pengembangan sentra-sentra UMKM, pusat 
pelatihan, dan fasilitas teknologi. Infrastruktur yang baik membantu UMKM untuk beroperasi 
dengan lebih efisien dan berdaya saing.  

 
Dampak Ekonomi Kebijakan Pengembangan UMKM di Kabupaten Badung 

Pengembangan UMKM di Kabupaten Badung memberikan dampak positif yang signifikan 
terhadap ekonomi lokal. UMKM berperan sebagai penggerak dinamika ekonomi daerah dengan 
menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, serta memberikan kontribusi 
terhadap pengurangan kemiskinan. Selain itu, sektor UMKM juga memberikan sumbangan 
dalam bentuk devisa negara melalui peningkatan ekspor produk-produk local (Habiburahman, 
Alam, Dunan, & Haninun, 2019b). 

Tantangan dan peluang terkait korupsi, hambatan regulasi dalam berbisnis, inovasi 
lingkungan bisnis, dan pengembangan kelembagaan dan kebijakan terhadap pengembangan 
UMKM telah dianalisis di negara-negara Asia Tengah-Barat (Huseynova, 2024b). Indeks 
MSME-MBF diusulkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan 
pertumbuhan unit manufaktur MSME di berbagai negara bagian, memberikan wawasan 
mengenai kinerja MSME di berbagai wilayah. 

Strategi pengembangan UMKM di berbagai daerah telah berhasil menyelenggarakan 
kegiatan sesuai dengan karakteristik daya tarik utama, menjaga daya saing, dan meningkatkan 
layanan pariwisata daerah (Latianingsih, Mariam, Rudatin, Usmanij, & Ratten, 2022). Proyek 
pengembangan inkubator bisnis UMKM di Kabupaten Toba dinilai memiliki potensi besar dan 
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kelayakan investasi yang baik, memberikan manfaat kepada pelaku UMKM dalam hal fasilitasi, 
pelatihan, dan akses pasar (Rizkita, Sitorus, Khairunnisa, Alamsyah, & Abdurohman, 2023). 

Faktor ekonomi, politik, sosial dan budaya yang mempengaruhi pengembangan UMKM 
(Latita, Ramadhanti, Larasati, & Lituhayu, 2023) Meskipun belum banyak dibahas secara 
mendalam dalam penelitian yang ada, faktor sosial dan budaya juga memiliki pengaruh terhadap 
perkembangan UMKM di Badung. Salah satu aspek penting adalah budaya kewirausahaan yang 
perlu terus dikembangkan, terutama di kalangan generasi muda, agar mereka lebih siap 
menghadapi tantangan bisnis modern. 

 
KESIMPULAN 
 

Pengembangan UMKM di Kabupaten Badung memiliki peran penting dalam mendukung 
pertumbuhan ekonomi lokal. Evaluasi kebijakan pemerintah menyimpulkan bahwa kebijakan 
pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Badung. Kebijakan yang dirancang dengan baik 
terbukti mampu meningkatkan kinerja UMKM, memberikan dampak positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi lokal, serta mendorong kontribusi UMKM terhadap produk domestik 
bruto (PDB). Implementasi kebijakan seperti pemberian bantuan modal, pengembangan 
inkubator bisnis, dan peningkatan akses pasar menjadi faktor kunci dalam menciptakan iklim 
usaha yang kondusif. Namun, terdapat beberapa hambatan signifikan dalam implementasi 
kebijakan tersebut. Kurangnya pemahaman UMKM tentang program pemerintah, akses terbatas 
terhadap teknologi keuangan, dan kualitas layanan keuangan menjadi kendala dalam akses 
modal. Selain itu, UMKM di Kabupaten Badung juga menghadapi tantangan dalam hal sumber 
daya manusia yang kurang terlatih, ketidakstabilan harga bahan baku, serta kurangnya 
infrastruktur dan fasilitas pendukung. Untuk mengatasi hambatan, diperlukan strategi inovatif 
seperti pelatihan SDM, penguatan jaringan pemasaran, stabilisasi harga bahan baku, dan 
peningkatan infrastruktur UMKM. UMKM di Kabupaten Badung tidak hanya berperan sebagai 
penggerak ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan, 
tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional, 
seperti yang ditunjukkan oleh kontribusi UMKM terhadap PDB. Oleh karena itu, peningkatan 
efektivitas kebijakan pemerintah yang pro-UMKM menjadi langkah strategis yang harus terus 
dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing UMKM di masa depan, khususnya 
dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan dampak perubahan sosial-budaya. 

 
REKOMENDASI 

 
Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dengan menawarkan solusi inovatif berbasis 

teknologi yang relevan untuk pengembangan UMKM, serta berkontribusi pada literatur terkait 
kebijakan UMKM melalui perspektif baru dalam inovasi kebijakan berbasis teknologi. Namun, 
penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mencakup wilayah Kabupaten Badung dan 
menggunakan metode normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian di masa mendatang 
dengan metode dan pendekatan yang berbeda tentu diperlukan untuk generalisasi hasil dan 
analisis lebih mendalam terhadap kebijakan pengembangan UMKM di berbagai wilayah 
lainnya. 
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